
 

 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  

PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  

NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN 

DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang :    a.  bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing yang tinggi 

dan kinerja yang optimal sehingga tumbuh dan 

berkembangnya usaha yang mandiri, sehat, tangguh dan 

handal serta melindungi usaha mikro, kecil dan 

menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka 

perlu penyesuaian dan perubahan Peraturan Bupati 

Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penataan Toko Swalayan 

di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 

tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat; 

 

Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2755);  

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

SALINAN 



Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang   Nomor   54   Tahun  1999   tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undang   Nomor   07   Tahun   2014   tentang 

Perdagangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Nomor 5512); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 3718) ; 

6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern;  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar 

Tradisional;  

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-

DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-

DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang 



Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 938); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 
2023 ( lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15. 

 

MEMUTUSKAN :  

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI  NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN TOKO 

SWALAYAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung 

Barat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penataan Toko Swalayan 

di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 42) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

 

(1) Lokasi untuk pendirian Toko Swalayan wajib mengacu 

pada Rencana  Detail Tata Ruang Kabupaten dan/atau 

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan 

memperhatikan jarak antara Minimarket yang akan 

didirikan dengan pasar rakyat yang telah ada 

sebelumnya. 

(2) Dalam menetapkan jumlah serta jarak pendirian Toko 

Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik 

yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi   dengan   

pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib 

memperhatikan: 

a. kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk; 

b. perkembangan permukiman baru; 

c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); 

d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan 

e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah 

sekitarnya yang lebih kecil daripada Toko Swalayan 

tersebut. 
 

(3) Lokasi pendirian Toko Swalayan berada pada Jalan 

Nasional dan Ibukota Kabupaten. 

 



2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 6 

 

(1) Jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling 

dekat 500 (lima ratus) meter. 

(2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pasar yang dikelola oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN/BUMD yang 

memiliki lokasi menetap. 

(3) Jarak antara Toko Swalayan dengan Toko Swalayan 

lainnya minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (3) untuk Toko Swalayan yang 

didirikan oleh koperasi atau Toko Swalayan yang 

terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai 

fasilitas pelayanan masyarakat atau kawasan 

perdagangan. 

(5) Bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara 

lain hotel, rumah sakit, stasiun, terminal, Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Umum. 

  

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 16 Februari 2021 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

                                                                                                     ttd 

 

                  SAFRIAL 

 

Diundangkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 16 Februari 2021  

            SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

                            ttd 
 

                  AGUS SANUSI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 

7 


